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This study aims to identify and analyze: 1) the position of children out of
wedlock according to Law 1/1974; 2) the legal consequences of
acknowledging children out of wedlock after the enactment of the
Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIIl/2010; and 3) the
obstacles encountered in the recognition of children out of wedlock after
the enactment of the said Decision. The approach method used is normative
juridical with descriptive analytical research specifications. The juridical
method is used to analyze the implementation of laws and regulations
regarding legal aspects relating to the recognition of children out of
wedlock after the enactment of the said Constitutional Court Decision. The
results of the study show: 1) the position of children out of wedlock
according to Law 1/1974 Article 43 paragraph (1), namely "children born
out of wedlock only have a civil relationship with their mother and their
mother's family”; 2) the legal consequences of children born from
unregistered marriages, as well as children born without marriage ties
according to the Constitutional Court's Decision, are the same as children
born in legal marriages, as long as their biological father can be proven
through technology/legal evidence according to law; 3) The obstacle in
implementing the Constitutional Court's Decision is that it cannot be
implemented in the Semarang District Court, because the Constitutional
Court'’s decision is considered contrary to the values held by judges as well
as religious values and community values. Meanwhile, in PA Semarang, the
Constitutional Court’s decision was effective, especially against marriages
that were legal according to Islam, but were not registered, but for
descendants resulting from adulterous relationships, they could not get
recognition as legitimate children.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: a) kedudukan
anak di luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan; b) akibat hukum pengakuan anak di luar kawin setelah
berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VI11/2010; dan c) hambatan yang
ditemui terhadap adanya pengakuan anak di luar kawin setelah berlakunya
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Putusan MK Nomor 46/PUU-V111/2010. Metode pendekatan yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa: a) kedudukan anak luar kawin menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu anak yang lahir di dalam
perkawinan yang tidak tercatat termasuk dalam anak yang lahir di luar
perkawinan, karena perkawinan tidak tercatat maka tidak sah dalam kacamata
hukum positif di Indonesia; b) akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan
yang tidak tercatat, maupun anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan menurut
Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 kedudukannya sama dengan anak
yang lahir di dalam perkawinan yang sah, sepanjang ayah biologisnya dapat
dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum; dan c)
hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Putusan MK No. 46/PUU-
VI111/2010 adalah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dapat
diimplementasikan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini
disebabkan putusan MK tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai
yang dianut oleh para hakim maupun nilai-nilai agama, dan nilai-nilai yang
ada di masyarakat, bahkan Undang-undang Perkawinan. Sedangkan di
Pengadilan Agama Semarang, Putusan MK tersebut berjalan secara efektif,
khususnya terhadap pernikahan yang sah menurut agama Islam, tetapi tidak
dicatatkan. Namun terhadap keturunan dari hasil hubungan tanpa
dilangsungkannya pernikahan (zina), tidak dapat memperoleh pengakuan
sebagai anak sah.

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee
(https://Creativecommons.org/licences/by/4.0)

A. PENDAHULUAN

Menurut riset yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia, di tahun 2021 terdapat
33% remaja yang sudah tidak perawan lagi akibat hubungan sex bebas.! Sementara menurut
Komisi Nasional Anak, pada 2021 terdapat 217 anak menjadi pekerja sex komersial.? Di
tahuan yang sama, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tingkat
aborsi mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup.®

Fenomena anak luar kawin yang menerima perlakuan deskriminasi dari negara ini
semakin menyeruak serta belum mendapatkan solusi yang komprehensif. Sebagai akibat
hukumnya atas perlakuan deskriminatif tersebut, banyak warga negara yang belum
mendapatkan keadilan sebagaimana diharapkan, terlebih di negara Indonesia yang menganut
asas Pancasila, di mana salah satu sila dari Pancasila adalah “Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia”.

Lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VII1/2010, membawa angin perubahan yang
fundamental bagi anak korban di luar kawin orangtuanya. Sejalan dengan disetujuinya
permohonan dari pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan
Muhammad Igbal Ramadhan bin Moerdiono oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun putusan
dari MK tersebut antara lain menyatakan:

1 https://nonstopnews.id/post/33-persen-remaja-di-5-kota-besar-indonesia-sudah-tak-perawan-kok-bisa, diakses
pada 12 Mei 2021.

2 https://www.komnasperempuan.go.id/, diakses pada 12 Mei 2021.

3 https://www.bps.go.id/statictable/2021/10/21/2111/laporan-survei-demografi-dan-kesehatan-indonesia.html.
Diakses pada 12 Mei 2021.
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Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-
laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca,
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VI111/2010 tersebut, dapat dimaknai bahwa anak hasil
hubungan di luar kawin, masih memiliki hubungan secara perdata dengan ayah biologisnya,
sebagaimana layaknya anak yang sah, sepanjang keberadaannya bisa dibuktikan melalui
ilmu pengetahuan dan teknologi medis atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian
yang akurasinya tinggi, dapat digunakan pembuktian dengan teknologi, yaitu berupa tes
Deoxribo Nucleic Acid (DNA). Tes DNA tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang
konkret dan sah untuk dapat membuktikan anak luar kawin mempunyai ayah biologis yang
sah, dan nantinya anak luar kawin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dapat disahkan dan diangkat menjadi anak sah. Apabila anak luar kawin
tersebut sudah disahkan menjadi anak sah, maka anak tersebut berhak mendapatkan atau
menuntut hak-hak keperdataan dan juga hak-hak lainnya seperti halnya anak sah.

Kelahiran Putusan MK Nomor 46/PUU-VI111/2010 pada dasarnya berlatarbelakang dari
paradigma berbeda dengan paradigma hukum tentang anak luar kawin sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta paradigma di dalam
KUHPerdata. Hal demikian dapat dilihat dalam setiap sengketa waris antara anak kandung
yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dengan anak luar kawin yang lahir di luar
perkawinan yang sah, di mana anak kandung cenderung lebih menghendaki hak yang besar
dengan mengesampingkan hak waris dari anak luar kawin.

Setelah berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-V111/2010, maka UU Nomor 1 Tahun
1974, Pasal 43, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai
hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan adanya judicial review atas Pasal 43 UUP, maka
anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan dengan bapak atau
ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah
menurut hukum.
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B. RUMUSAN MASALAH

1.

Bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan?

Bagaimana akibat hukum pengakuan anak di luar kawin setelah berlakunya Putusan MK
Nomor 46/PUU-VI11/2010?

Hambatan apakah yang ditemui terhadap adanya pengakuan anak di luar kawin setelah
berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-V111/2010?

C. METODE PENELITIAN

1.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena bertujuan
menganalisis peraturan perundangan tentang aspek hukum yang berkaitan dengan
pengakuan anak di luar kawin setelah berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-
VI11/2010.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Deskriptif karena dari
penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis.
Sedangkan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan
terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data
primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait yang akan
difungsikan sebagai data pendukung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini
diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.
Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang utama, karena metode
pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan hukum primer
meliputi:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentng Administrasi Kependudukan;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
f.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;
g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010 yang berkaitan dengan

uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah,

buku, serta sumber referensi lain yang terkait dengan tema penelitian. Bahan hukum
tersier dalam penilitian ini bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

® o0
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4.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studidokumen, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca
buku-buku referensi, laporan penelitian, makalah, peraturan perundang-undangan,
dan dokumen yang terdapat di kantor instansi yang terkait guna mendapat materi
yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung
pada narasumber yang relevan dan dianggap menguasai permasalahan. Wawancara
dilakukan dengan narasumber, antara lain; Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang; Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Semarang; dan
Ketua Pengadilan Agama Semarang.

Metode Analisis Data
Data yang diperoleh di lapangan dan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif,

kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis kualitatif untuk

mendapatkan kesimpulan yang obyektif.

Metode Penyajian Data
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan dikumpulkan

dan diolah, kemudian dianalisis yang kemudian disajikan secara kualitatif, baik dalam

bentuk naratif argumentatif atau dalam bentuk tabel monografi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

93

1.

Kedudukan anak luar kawin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala
memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun demikian, karena pernikahan
tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui
negara.

Dalam konteks pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk
menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah
tangan, kawin sirih kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. Pada umumnya
yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum
karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan yang
melanggar hukum, karena perkawinan yang tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal.
Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat informasi
implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi
sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7
ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak
tercatat.
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Perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Ketidak sempurnaan
itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam
penjelasan umum Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa Pasal ini diberlakukan setelah
berlakunya undang-undang peradilan agama. Akad pada perkawinan tidak tercatat
biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka tokoh agama, tanpa kehadiran petugas
KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi.

Anak yang lahir di luar/tanpa perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari
hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Indonesia sekarang
ini adalah Negara yang berkembang sehingga menyerap berbagai macam unsur baik di
bidang teknologi Informasi, komunikasi, transportasi maupun budaya dari negara lain.
Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orangtuanya dapat terjadi dari perselingkuhan
dari seorang perempuan yang telah menikah dengan laki-laki yang bukan suami, atau
terjadi dari pasangan yang sama-sama belum menikah. Hal ini pun secara implisit
termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu berbunyi
“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana
ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan
tersebut.”

Anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat termasuk dalam anak yang
lahir dalam luar perkawinan, karena perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang
hanya sah secara agama/secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai
dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak sah
menurut negara /tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat 3 PP
Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian anak tersebut tidak sah dalam kacamata hukum
positif di Indonesia, karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun
di Kantor Catatan Sipil maka tidak sah secara formil.

Akibat hukum pengakuan anak di luar kawin setelah berlakunya Putusan MK
Nomor 46/PUU-V111/2010.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VI11/2010 lahir atas gugatan anak hasil nikah sirri
antara Machica Mochtar dengan Moerdiono, untuk istilah ”anak yang lahir dalam
perkawinan yang tidak tercatat”, maka istilah ini yang tepat untuk kasus Machica,
mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan
rukun secara agama, namun tidak tercatat. Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya
persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari Machica dengan Moerdiono
sebagai anak hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang dilahirkan ” di luar
perkawinan ” karena perkawinannya hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1
Tahun 1974, dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada
dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan
Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah
yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974
tentang perkawinan.
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Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang semula berbunyi; “anak yang
dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”, oleh MK Pasal ini diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi,
dan oleh karenanya Pasal 43 UU. Perkawinan dapat dimaknai bahwa “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagaiayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Status anak luar nikah memasuki babak baru pasca putusan MK No.46/PUU-
VI111/2010 tentang Pengujian UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat
(2) dan Pasal 43 ayat (1)). Dalam putusan MK tersebut memberikan hak keperdataan
terhadap anak luar nikah. Putusan MK itu menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi atau alat bukti lain.

Keputusan MK No. 46/PUU-V111/2010 yang dalam putusannya menyatakan bahwa
anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya
sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum.
Menurut Penulis keputusan MK ini sudah sesuai dengan Konstitusi di Indonesia,
dasarnya adalah Bab 10 A tentang HAM Pasal 28B Ayat 2 yang menyatakan bahwa
“Setiap anak berhak atas kelangsunagan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas
perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Dan Pasal 45 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan menyatakan bahwa “Kedua orangtua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya”.

Kekuasaan ini meliputi antara lain memberi nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan
dan pengarahan kehidupan masa depan anak. Jika anak diluar nikah ini hanya
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, maka ini termasuk dalam
pelanggaran hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan dari ayah biologisnya, dan
kebayakan para ayah dari anak diluar nikah ini tidak mau memberi nafkah pada anaknya
tersebut.

Hambatan yang ditemui terhadap adanya pengakuan anak di luar kawin setelah
berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VI111/2010

Menurut MK, dikeluarkannya Putusan MK No. 46/ PUU-VI11/2010 pada Pasal 43
ayat (1) UUP, menyebabkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya. Putusan ini sebagai bentuk penghapusan ketidakadilan
manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena
hubungan seksual di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama dan/atau hukum
negara hanya memiliki hubungan perdata dengan perempuan sebagai ibunya. Hal ini
menjadi tidak tepat jika hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan terjadinya
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kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan
itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran
itu sebagai bapaknya.

Agus Rusianto, Ketua Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dapat dilaksanakan atau
diimplementasikan di wilayah PN Semarang. Hal ini disebabkan karena putusan
tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh para hakim maupun
nilai-nilai agama, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahkan Undang-undang
Perkawinan dan KUHPerdata.* Putusan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat
(1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang dilahirkan di
dalam perkawinan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan anak
tidak sah, yang kedudukannya tidak dapat disamakan dengan anak sah yang lahir dari
perkawinan yang sah. Padahal Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tetapi di
beberapa kasus ternyata putusan ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam
menetapkan permohonan pengakuan anak. Dengan dilakukannya pengakuan anak luar
kawin, maka menimbulkan akibat hukum bahwa terhadap anak luar kawin tersebut yaitu
berlaku ketentuan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah
menurut UUP.

Putusan MK dianggap hanya melihat sisi kepentingan anak, yang paling utama
adalah mementingkan kesejahteraan anak dan hak-hak anak harus sama, baik anak
tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah, atau di luar perkawinan yang sah. Putusan
ini mengedepankan persamaan derajat anak di mata hukum. Tetapi, putusan tersebut
tidak memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bahwa hubungan di luar
perkawinan yang sah adalah suatu pelanggaran norma kesusilaan dan norma agama.
Apabila di kemudian hari putusan ini dapat diterapkan di wilayah PN Semarang maka
untuk dapat mengakui anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka harus ada
surat pernyataan pengakuan anak yang dibuat oleh ayah kandungnya secara sadar dan
tanpa paksaan, dan adanya persetujuan dari ibu kandung dari Anak Luar Kawin dan
disaksikan oleh dua orang saksi. Jika telah dikabulkan permohonan pengakuan anak
tersebut, maka anak secara otomatis mempunyai hubungan antara Anak Luar Kawin
dengan ayah biologisnya, tetapi hak dan kedudukannya tidak sama dengan anak sah.
Pengakuan tersebut tidak menyebabkan status anak menjadi anak sah.

Menurut hasil dari wawancara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang, Tata Pradana, akibat hukum dari pengakuan anak ini berdampak pada
pencatatan akta kelahiran, sebelumnya Anak Luar Kawin hanya mempunyai akta
kelahiran atas nama ibunya saja (anak ibu) namun setelah diakui maka Anak Luar
Kawin yang sudah diakui ini dibuatkan kutipan akta pengakuan anak. Bagi yang
beragama selain Islam tidak perlu adanya penetapan dari Pengadilan.® Menurutnya
pengakuan anak ini hanya mengakibatkan hubungan perdata saja antara anak dan ayah

Wawancara dengan Agus Rusianto, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Semarang, pada tanggal 17 Februari
2022.

Wawancara dengan Tata Pradana, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada
tanggal 21 Februari 2022.
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biologisnya sejauh nafkah dan mensejahterakan anak, tidak dapat dikatakan bahwa anak

ini adalah anak sah.

Apabila orangtua dari anak luar kawin melangsungkan perkawinan, maka akta
perkawinannya merupakan dasar dari upaya yang dapat ditempuh untuk melangsungkan
permohonan pengesahan anak. Permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri
setempat. Syaratnya harus ada akta perkawinan dari orangtuanya yang dicatat oleh
lembaga pencatat perkawinan. Ada perbedaan bagi anak luar kawin yang diakui dengan
anak luar kawin yang disahkan, kedudukan antara pengakuan anak dan pengesahan anak
berbeda. Bagi Anak Luar Kawin yang diakui, maka hak yang diperoleh tidak penuh,
tetapi bagi Anak Luar Kawin yang disahkan, status hukum anak tersebut menjadi anak
sah dan hak-hak nya terhadap orangtuanya menjadi penuh sebagaimana anak sah.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kelalaian pengesahan anak dalam perkawinan
dapat dilakukan penetapan dari pengadilan. Kelalaian dapat berupa terlambatnya
orangtua untuk mengesahkan anaknya pada instansi pelaksana sejak orangtua
melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Tata cara pengesahan anak
adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013.

Dalam Pasal 50 UU Administrasi Kependudukan disebutkan:

a. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan
melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

b. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan
perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara.

c. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta
pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Apabila ada kelalaian dalam pengesahan anak maka dapat dilakukan bila ada suatu
Penetapan dari Pengadilan. Permohonan yang dilakukan di Pengadilan Negeri adalah
bagi para pemohon yang beragama selain Islam. Adapaun soal syarat-syarat yang
diperlukan pengadilan sehubungan dengan bukti-bukti yang perlu disiapkan antara lain,
fotokopi identitas kedua orangtua, fotokopi kutipan akta perkawinan, fotokopi surat
keterangan domisili dan surat pernyataan pengakuan anak. Namun berdasarkan Pasal
43 ayat (1) UU Perkawinan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka ada
baiknya juga dilengkapi dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yaitu dengan Deoxyribo Nucheleic Acid (tes DNA).

Ketua Pengadilan Agama Semarang, Abun Bunyamin, berpendapat bahwa
dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUUVII1/2010 ini berjalan secara efektif di
wilayah Pengadilan Agama Semarang, karena hal ini merupakan kesempatan bagi
orangtua untuk mengajukan pendaftaran permohonan pengakuan anak demi masa depan
anak yang lebih baik dan terjamin oleh hukum. Anak yang dimohonkan pengakuan ini
biasanya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau perkawinan yang tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
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Putusan ini merupakan jawaban dari kebutuhan hukum, para Hakim melihat
keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat di terapkan dalam permohonan
pengakuan asal usul anak, hak perdata yang dapat diberikan kepada Anak Luar Kawin
dari bapak biologisnya adalah hak nafkah, pendidikan, kesejahteraan, hak waris, wali
dan nasab. Setelah dilakukan pengesahan dan pengakuan anak luar kawin, maka anak
tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah.®

Berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VI111/2010 merupakan suatu keputusan
revolusioner untuk memperkuat hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya.
Terhadap pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan, menurut Ma’ruf
Amin, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut hukumnya dalam Islam
disamakan dengan keturunan dari perkawinan yang tercatat di KUA. Namun terhadap
keturunan dari hasil hubungan tanpa dilangsungkannya perkawinan (zina), Ma’ruf
Amin menilai putusan MK tersebut sangat berlebihan dan melampaui batas. Karena
putusan ini berdampak pada konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan
nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang
menyebabkannya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.’

Dalam praktik, sifat Putusan MK yang final tersebut kerapkali dipersoalkan.
Terlebih lagi, pernah terdapat beberapa perkara yang diajukan ke MK terkait sifat final
tersebut yakni perkara Nomor 36/PUU-1X/2011 yang diajukan Salim Alkatiri, meskipun
akhirnya MK dalam putusannya menolak permohonan tersebut.

E. PENUTUP
1. Kesimpulan

a. Kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu
anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat termasuk dalam anak yang
lahir dalam luar perkawinan, karena perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan
yang hanya sah secara agama/secara material telah memenuhi ketentuan syari‘at
sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi
tidak sah menurut negara /tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal
10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.

b. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat,
maupun anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan menurut Keputusan MK No.
46/PUU-VII11/2010 kedudukannya sama dengan anak yang lahir di dalam
perkawinan yang sah, sepanjang ayah biologisnaya dapat dibuktikan dengan
teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, Pasal 43 ayat
(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula berbunyi “anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya”, oleh MK, pasal tersebut diputuskan tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi, dan oleh karenanya Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974

& Wawancara dengan Abun Bunyamin, Ketua Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 22 Februari 2022.

" Detik News, “MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak Luar Nikah Overdosis”, diakses dari
https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soalstatus-anak-di-luar-nikah-overdosis, pada
tanggal 13 Maret 2012, pukul 16.43 WIB.
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tentang Perkawinan dapat dimaknai bahwa “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Putusan MK No. 46/PUU-VI111/2010
adalah bahwa putusan MK tersebut belum dapat dilaksanakan atau
diimplementasikan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini disebabkan
putusan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh para
hakim maupun nilai-nilai agama, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahkan
UUP. Sedangkan di Pengadilan Agama Semarang, Putusan MK tersebut berjalan
secara efektif, khususnya terhadap pernikahan yang sah menurut agama Islam,
tetapi tidak dicatatkan. Namun terhadap keturunan dari hasil hubungan zina, tidak
dapat memperoleh pengakuan sebagai anak sah.

2. Saran

a.

Agar masyarakat lebih memahami lagi pengaturan tentang perkawinan yangada di
Indonesia dan mencermati bagaimana perkawinan yang sah dan tidak sah menurut
perundang-undangan di Indonesia agar kelak tidak terjadi permasalahan yang
timbul dari hubungan keperdataan yang muncul akibat dari perkawinan yakni salah
satunya mengenai pewarisan.

Hendaknya Pemerintah agar segera membentuk peraturan perundang- undangn
ataupun Undang-undang yang baru guna mengatur tentang status anak luar nikah
dan juga perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia, demi
terjaminnya kepastian hukum.

Hendaknya notaris ketika membuat perjanjian perkawinan memberikan
penyuluhan hukum terhadap para pihak yang membuatnya (calon suami dan calon
istri) tentang arti pentingnya pendaftaran pada register panitera Pengadilan Negeri
dan pengesahan perjanjian perkawinan ketika perkawinannya dicatatkan, agar
selain sebagai bukti otentik juga menjamin kepastian hukum atas akta tersebut, juga
mengenai kekuatan hukum akta perjanjian perkawinan tersebut terhadap pihak
ketiga.

Diharapkan agar para Hakim di dalam memutuskan perkara harta warisan agar lebih
teliti dan hati-hati di dalam mengambil suatu keputusan, serta dengan kebijaksanaan
sepenuhnya, agar masing-masing pihak tidaklah merasa dirinya dirugikan di dalam
pembagian soal warisan itu.
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